STANDAR PELAYANAN (SP)
DAN
STARNDAR OPRASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023

LOMBOK TENGAH

KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Jln Bung Hatta Kopang Kabupaten Lombok Tengah
Kode POS 83553

e ——

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

>,

(@3\
=N
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SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPRASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PUBLIK
KANTOR CAMAT KOPANG

CAMAT KOPANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujidkan pelayanan Pemerintah yang baik
berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya
secara maskimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaan
Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,
maka perlu ditetapkan Standar Oprasional Prosedur;b

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a
perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Oprasional
Prosedur dan fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Kecamatan Kopang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan SOP AP;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
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m"”;‘f“““ PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
o) KECAMATAN KOPANG

Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

JENIS-JENIS PELAYANAN

KANTOR CAMAT KOPANG

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Surat Keterangan Pindah Penduduk

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Penerbitan AKta Kelahiran

Penerbitan Akta Kematian

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampui

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Legalisasi Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan

10 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11.Rekomendasi Izin Keramaian

12.Rekomendasi Pencairan DD/ADD
13.Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

14.Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDES atau Rancangan Perdes tentang
Perubahan APBDes.
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor xx);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor xx);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 615);

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016

11. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016 Nomor Xx);

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor xx Tahun 2016
12. tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada

Camat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016
Nomor xx).

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada
Kantor Camat Kopang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) pelayana Publik Kecamatan
Kopang sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA meliputi:

1. Legasisasi Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)

2. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

3. Legalisasi Surat Keterangan Ha katas Tanah dan Bangunan

4. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

5. Rekomendasi ljin Keramian

6. Rekomendasi Pencairan Dana Desa (ADD/DD)

7. Penertiban Surat Dispensasi Nikah

8. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa. '

KETIGA ¢ Standar Oprasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

Kecamatan Kopang sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua
dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh
Petugas/Staf Kecamatan Kopang

KEEMPAT ¢ Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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STANDAR PELAYANAN
LEGALISASI SURATA KETERANGAN TIDAK MAMAPU (SKTM)

NO KOMPONEN URAIAN
| 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat Il dalam wilayah daerah daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004
tetang Sisitim Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun
2001 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun
2012 tentang Penerimaan Bantuan
Jaminan Kesehatan,

6. Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang
Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak
mampu

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
41 Tahun 2019 tentang Pendelegalian
Sebagian Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis Surat pengantar dari Desa, Fotocopy kk
dan KTP, Surat pernyataan dan

permohonan bermatrai.
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Prosedur

8.

. Pemohon menyerahkan foto copy KK dan

KTP ke petugas loket Kecamatan dan

menunggu di kursi tunggu.

. Petugas Loket menerima, membaca dan

meneruskan dan mengerahkan pemohon

ke pengadministrasi SKTM

. Pengadministrasi SKTM menerima dan

meverifikasi kelengkapan berkas

persyaratan.

. Pengadministrasi SKTM mengembalikan

berkas SKTM ke pemohon jika belum
lengkap persyaratan dan jika persyaratan
lengkap diserahkan ke Kasi Kesra.

. Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat

menerima, membaca, memeriksa dan
memberi paraf serat menyerahkan ke

Camat.

. Camat menerima, membaca, memeriksa

dan menandatangani Surat Keterangan
Tidak mampu serta menyerahkan ke

pengadministrasi SKTM.

. Pengadministrasi SKTM  memberikan

nomor registrasi, membubuhi stemple.

Petugas Loket memberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 s/d 30 menit

LS .

Biaya /Tarif

Tidak dipungut biaya/gratis

Produk

Administrasi Kesejahteraan rakyat

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1

2
3.
4.
5.
6.

. Meja dan kursi
Komputer
Printer

Jaringan Internet
ATK

Stempel

Kompetensi Pelaksana

a.

b.

Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan publik

Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan

Pegawai yang mampu mengoperasikan
komputer.

Pengawasan Internal

P

Dilakukan oleh atasan;
Dilakukan secara berkelanjutan.
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10.

Penanganan Pengaduan

1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
3. Kotak apresiasi/saran /kritik

11. | Jumlah Pelaksana Dua orang
12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
13. | Jaminan Keamanan dan  [1. Informasi yang  diberikan  dijamin
keselamatan pelayanan keabsahannya dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.
14. | Evaluasi kinerja pelaksana |1

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
Nomor 004 Tahun 2023

Tanggal 6 JULI 2023

Tentang

pada Kantor Camat Kopang.

Standar Operasional Prosedur Legalitas Surat Keterangan Tidak Mampu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALITAS SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
.PADA KANTOR CAMAT KOPANG

LOMBOK TENGAH|

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

NOMOR SOP 02/SOP/KPG/2023

TGL.

PEMBUATAN 6 JULI 2023

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF | 6 JULI 2023

DISAHKAN

it CAMAT KOPANG,

LALU HALIK, S. Sos
NIP. 196612311988021016

NAMA SOP LEGALISASI SURAT
KETERANGAN TIDAK
MAMPU (SKTM)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam

1.

Memahami  peraturan perundang-
undangan tentang pelayanan publik;

wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa | 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; teknologi informasi berkaitan dengan
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tetang pelayanan publik.
Sisitim Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012
tentang Penerimaan Bantuan Jaminan
Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir
Miskin dan Orang Tidak mampu
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Standar Pelayanan (SP). 1. Komputer/Laptop.
2. Stempel
3. ATK
4. Printer
5. Buku Peraturan Perundang undangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau tidak  ditindaklanjuti, maka  akan masuk;
memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat | 2. Tindaklanjuti segera semua jenis
terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan pengaduan yang masuk;
ini. 3. Dokumentasikan proses penanganan

pengaduan.
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOF)
LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

PELAXSANA Mutu baky
No Kegintan L Iministras! ke Kot
Pemohon Putugas Loket "": iy Kesejahteraan | Sekretarts comat Camat Peryyarstan Kelengapan| waktu ot
_ Fakyat

1| Pemaohon menyerahkan foto == Surat pengantar dar Imenit |Kelenghapan

copy KK dan KTP ke petugas (i W Desa, Fotocopy kk dan Berkas Pemohon

loket Kecamatan dan F’\ P ) TP, Surat pernyatain dan|

: e permohonan bermatrai.

menunggu di kursi tunggu

2| Petugas Lokel menenma, Kelenghapan Berkas 2 menit | Kalangkapan

pengadmimistras SKTM
3| Pengadminisiras SKTM
menenma dan meverifikas:
kelengkapan berkas

|Xwlengkapan Berkas 2 menit | Kelengkapan
r—— Pemahon Berkas Pemohos

membaca dan meneruskan [ Py
dan mengerahkan pemohon ke ‘_mT

persyaratan.

4] Pengadministrasi Umum Keara RAAKADM ek el domon)
mengembalikan berkas SKTM emen el
ke pemohon jika belum
lengkap persyaratan dan jika TIDAK

persyaratan lengkap
diserahkan ke Kasi Kesra
S| kepala Scksi Kesgahteraan Kelengkapan Berkas 5 menit | Kelengkapan
rakyal menerima, membaca, 3 Pemahon Pk Pboon
memeriksa dan memberi paral
scrat menyerahkan ke YA
Sckretaris Camat.
6| Sckretaris Camat meneruna,
membaca, memeriksa dan
membenkan paral Surat
Keterangan Tidak mampu
serta menyerahkan ke Camat

7| Camat menerima, membaca, Berkas 3Imenit | Kelengkapan
memenksa dan Berkas Pemahon
menandatangani Surat
Keterangan Tidak mampu [
serta menyerahkan ke
pengadminiatrasi Umum
Kesra.

8| Pengadministrasi Umum Kelengkapan Berkas Amenit | Kelengkapan
Kesra memberikan nomor T Pemahon Barkas Pemohon
registrasi, membubuhi - _J
stemple
9] Petugas Loket memberikan ke Kelengkapan Berkas

Pemohon 2

Kelengkapan
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LOMBOK TENGAH|

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN KOPANG

Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

KOMPONEN

URAIAN

2

3

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat Il dalam wilayah daerah daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;,

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tetang Administrasi Kependudukan,;

3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Oprasional Prosedur
di lingkungan pemerintah
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Perdayaan Aparatur
Negara dan reformasi dan reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Oprasional
Prosedur (SOP) administrasi Pemerintah;

6. Peraturan daerah Kabupaten Lombok
tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat
daerah;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
41 Tahun 2019 tentang Pendelegalian
Sebagian Bupati Kepada Camat.

Persyaratan Teknis

Surat pengantar dari Desa, Fotocopy kk dan
KTP, Surat pernyataan dan permohonan
bermatrai.

Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas
loket Kecamatan dan menunggu di kursi
tunggu.

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengerahkan pemohon
ke pengadministrasi Surat Ket Ahli Waris

3. Pengadministrasi Surat ket Ahli Waris
menerima dan meverifikasi kelengkapan
berkas persyaratan.
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4. Pengadministrasi Surat ket Ahli Waris
mengembalikan berkas ke pemohon jika
belum lengkap persyaratan dan jika
persyaratan lengkap diserahkan ke Kasi
Pemerintahan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan menerima,
membaca, memeriksa dan memberi paraf
serat menyerahkan ke Camat.

6. Camat menerima, membaca, memeriksa
dan menandatangani Surat Keterangan
Tidak mampu serta menyerahkan ke
pengadministrasi.

7. Pengadministrasi memberikan nomor
registrasi, membubuhi stemple.

8. Petugas Loket memberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 s/d 30 menit

Biaya /Tarif

Tidak dipungut biaya/gratis

Produk

Administrasi Kasi Pemerintahan

S emen

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1 . Meja dan kursi
2. Komputer
Printer

. Jaringan Internet
ATK

. Stempel

ov bW

Kompetensi Pelaksana

a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan public.

b. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi  secara lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan;
Dilakukan secara berkelanjutan.

10.

Penanganan Pengaduan

. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
. Kotak apresiasi/saran/kritik

11.

Jumlah Pelaksana

Dua orang

13,

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

13.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

1. Informasi yang  diberikan  dijamin
keabsahannya dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan

informasi telah

mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.
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14,

Evaluasi kinerja pelaksana

—

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana |

dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
Nomor 004 Tahun 2023

Tanggal 6 JULI 2023

Tentang

Standar Operasional Prosedur Legalitas Surat Keterangan Ahli Waris

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALITAS SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
PADA KANTOR CAMAT KOPANG

LOMBOK TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

NOMOR SOP 02/SOP/KPG/2023

TGL.

PEMBUATAN 6 JULI 2023

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 6 JULI 2023

DISAHKAN

OLEH CAMAT KOPANG,

LALU HALIK, S. Sos
NIP. 196612311988021016

NAMA SOP LEGALISASI SURAT
KETERANGAN AHLI
WARIS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam

1.

Memahami  peraturan perundang-
undangan tentang pelayanan publik;

wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa | 2. Menguasai Administrasi dan Prosedur
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang | 3. Mampu mencari alternatif pemecahan
Administrasi Kependudukan; masalah
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Oprasional Prosedur di
lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Perdayaan Aparatur Negara
dan reformasi dan reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Oprasional Prosedur (SOP) administrasi
Pemerintah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Lombok tengah
Nomor 41 Tahun 2016 tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat daerah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Standar Pelayanan (SP). 1. Komputer/Laptop.
2. Stempel
3. ATK
4. Printer
5. Buku Peraturan Perundang undangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau tidak  ditindaklanjuti, maka akan masuk;
memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat | 2. Tindaklanjuti segera semua jenis
terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan pengaduan yang masuk;
ini. 3. Dokumentasikan proses penanganan

pengaduan.
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

PELAKSANA Muty baku
Kegiatan Kasl Sekretariy Persyaratan
Pemohon Petugas Loket |P Pemerintahan Camat Camat _ Welenghapan wakty output
1| Pemohon menvernhkan berkas i g 5 menit ::ﬂtmq
ke petugns loket Kecamatan | ] e et
dan menunggu di kursi ==y ‘ol. 2 ""‘ dan kTP, —
R Akte kelahiran Anak, FC
Surat Nikah , Surat
pernyataan Ahll Waris
| Bermatrai, akte kematian
2[Petugns Loket menenma, e Kelengrapan Berkas 5 menit | Kelengkapan
membaca dan meneruskan > Pemahon Berkas
dan mengerahkan pemohon ke E2 Pernohon
l‘t’ngmtmuustmui
3| Pengadministmsi menerima = Kelengkapan Berkas 25menit |Kelengkapan
dan meverifikasi kelengkapan r 5 Pemohon Berkas
berkas persyaratan. L_ - Pemahon
4| Pengadministrasi ) Kelengkapan Berkas 2menit |Kelengkapan
mengembalikan berkas ke p Pemaohon Berkas
pemohon jika belum lengkap & \ i
persyamtan dan jika TIDAK - ’;'
persyamtan lengkap
diserahkan ke Kasi
Pemerintahan.
5|Kepala Seksi Pemermtahan Kelengkapan Berkas Smenit |Kelengkapan
menerima, membaca, Pemohaon Berkas
memeriksa dan membeni paraf va | I ] A
scrat menyerahkan ke o
Sckretaris Camat
6| Sckretans Camat meneruna, ol !
membaca, memeriksa dan
memberikan paraf Legalisasi
Surat Keterangan Ahlh Waris
scrta menyerahkan ke Camat.
7|Camat menenma, membaca, Kelengkapan Berkas 3 menit |Keiengkapan
memeriksa dan Pemohon Berkas
menandatangani Legalisasi Pemohan
Sural Keterangan Ahli Wans -
scria menyernhkan ke
pengadministrasi
8| Prngadminstras: memberikan Kelengkapan Berkas Imenit |Kelengkapan
nomor registrasi, membubuhi et iy Pemahon Berkas
stemple. y ” ] Pemchaon
9| Petugas Loket memberikan ke Kelengkapan Berkas
Pemohon. [ / Pemohon
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO

KOMPONEN URAIAN

2 3

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat II dalam wilayah daerah daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tetang Sisitim Jaminan Sosial Nasional
Pelayanan Publik ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun
2005 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri agrarian /Kepala badan
pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah;

6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar oprasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
41 Tahun 2019 tentang Pendelegalian
Sebagian Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis Foto copy KTP/KK Surat pengantar

penguasaan tanah, Surat keterangan dari
Desa untuk penguasaan Sertifikat Tanah,
Surat Keterangan Cek Fisik tanah dari Desa.

3. | Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas

loket Kecamatan dan menunggu di kursi
tunggu.

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengerahkan pemohon
ke pengadministrasi
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3. Pengadministrasi menerima  dan
meverifikasi kelengkapan berkas
persyaratan.

4. Pengadministrasi mengembalikan berkas
ke pemohon jika belum lengkap
persyaratan dan jika persyaratan lengkap
diserahkan ke Kasi Pemerintahan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan menerima,
membaca, memeriksa dan memberi paraf
serat menyerahkan ke Sekretaris Camat.

6. Sekretaris Camat menerima, membaca,
memeriksa Legalisasi Surat Keterangan
Hak Atas Tanah dan memberikan paraf
serta menyerahkan ke Camat.

7. Camat menerima, membaca, memeriksa
dan menandatangani Surat Legalisasi
Surat Keterangan Hak Atas Tanah serta
menyerahkan ke pengadministrasi.

8. Pengadministrasi memberikan nomor
registrasi, membubuhi stemple.

9, Petugas Loket memberikan ke Pemohon.

4. | Waktu Penyelesaian 10 s/d 30 menit
5. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/gratis
6. | Produk Administrasi Kesejahteraan rakyat
7. | Sarana, prasarana 1 . Meja dan kursi
dan/atau fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Stempel
8. | Kompetensi Pelaksana a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan public.

b. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan

9. | Pengawasan Internal a. Dilakukan oleh atasan;
b. Dilakukan secara berkelanjutan.

10. | Penanganan Pengaduan 1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
3. Kotak apresiasi/saran/kritik

11. | Jumlah Pelaksana Dua orang

12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
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13. | Jaminan Keamanan dan . Informasi yang diberikan dijamin
keselamatan pelayanan keabsahannya dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan
. Petugas yang memberikan data dan
informasi telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.
14. | Evaluasi kinerja pelaksana (1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
Nomor 004 Tahun 2023

Tanggal 6 JULI 2023

Tentang

Tanah dan Bangunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Legalisasi Keterangan HAK atas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALITAS SURAT LEGALISASI KETERANGAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA KANTOR CAMAT KOPANG

LOMBOK TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

NOMOR SOP 02/SOP/KPG/2023

TGL.

PEMBUATAN 6 JUL1 2023

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF | 6 JULI 2023

DISAHKAN

i CAMAT KOPANG,
LALU HALIK, S. Sos

NIP. 196612311988021016
NAMA SOP LEGALISASI SURAT

KETERANGAN HAK
ATAS TANAH

DASAR HUKUM ;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam
wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang
Sisitim Jaminan Sosial Nasional Pelayanan
Publik ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2005
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri agrarian /Kepala badan
pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah;

6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara
dan reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
oprasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.

1. Memahami

undangan tentang pelayanan publik;

2. Menguasai

Legalisasi Surat Keterangan Pengausaan
Ha katas tanah dan bangunan;
3. Mampu mencari alternatif pemecahan

masalah

peraturan perundang-

Administrasi dan Prosedur

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Standar Pelayanan (SP).

1. Komputer/Laptop.

2. Stempel
3. ATK
4. Printer

5. Buku Peraturan Perundang undangan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau  tidak  ditindaklanjuti, maka akan masuk;

memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat
Ferhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan
ini.

2. Tindaklanjuti
pengaduan yang masuk;
3. Dokumentasikan proses

pengaduan.

segera semua jenis

penanganan
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
LEGALISAS| SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK TANAH DAN BANGUNAN

PELAKSANA — e L1 -
a5l a
No Kegiatan o ket .em:ﬂmahlﬂ ke Camat My waktu Sutput
Surat pengantar darl |5 mennt | Kelengkapan
1| Pemohon menyerahkan berkas - Desa/Dusun, Surat Berkas Pemohon
ke petugas lokel Kecamatan __._’ 4| Keterangan
dan menunggu di kursi L= Penguasaan atas
tunggy tanah, Fotocopy KK
dan KTP, Surat
|Xeterangan Cek Fisik
Kelengkapan Berkas Smenit |Kelengkapan
2| Petugas Loket menerima, Pemohon Berkas Pemohon
membaca dan mencruskan
dan mengerahkan pemolion ke
peogad ministrasi Kelengkapan Berkas  [25menit [Kelengkapan
3 Pengad ministrasi menerima Pemohon Berkas Pemohon
dan meverifikasi kelengkapan
berkas persyaratan.
Berkas |2 menit |[Kelengkapan
4| Pengad ministrasi Pemohon Berkas Pemohon
wengembalikan berkas ke /k
pemohon jika belum kengkap d __>
persyamtan dan jika TIDAX \ 7
persyamtan lengkap
discrahkan ke Kasi
Prmerintahan. Kelengkapan Berkas |5 menit |Kelengkapan
5| Kepala Scks: Pemenntahan Pemahon Berkas Pemohon
menerima, membaca, oo
memerksa dan memberi parafl YA =
seral menyerahkan ke Camat.
6| Sckretans Camat menerima,
membaca, memeriksa dan
memberikan paraf Legalisasi
hak Atas tanah serta
menyerahkan ke Camat. Berkas [3menit |Kelengkapan
7| Camat menerima, membaca, pemohon Berkas Pemaohon
memeriksa dan
menandatangani Legalisasi ¥ !
hak Atas tanah serta
menverahkan ke
pengad rusi [Kelengkapan Berkas |3 menit |Kelengkapan
8| Pengad ministrasi membenkan Pemohon Berkas Pemohon
nomor registrasi, membubuhi
stemple.
Kelengkapan (T~ gkapan
5| Petugas Loket memberikan ke | Pemohon .‘p.H K 4 |peRaggemahon
remahon [ BN
~7
1988021016
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LOMBOK TENGAH,
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN KOPANG

Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN

NO KOMPONEN

URAIAN

1 2

3

1. | Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat Il dalam wilayah daerah daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Kepolisian Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun
2017 tentang tata Perizinan dan
Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum,
Kegiatan MasyarakatLainnya dan
Pemberitahuan Kegiatan Politik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun
2005 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar oprasional Prosedur (SOP)
Administrasi Keamanan dan Ketertiban;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
41 Tahun 2019 tentang Pendelegalian
Sebagian Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis

Foto copy KTP/KK Surat pengantar dari
Desa, serta Surat Pernyataan Kesanggupan.

3. | Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas
loket Kecamatan dan menunggu di kursi
tunggu.

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengerahkan pemohon
ke pengadministrasi

3. Pengadministrasi menerima  dan
meverifikasi kelengkapan berkas
persyaratan.
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4. Pengadministrasi mengembalikan berkas
ke pemohon jika belum lengkap
persyaratan dan jika persyaratan lengkap
diserahkan ke Kasi Keamanan dan
Ketertiban.

5. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
menerima, membaca, memeriksa dan
memberi paraf serat menyerahkan ke
Camat.

6. Camat menerima, membaca, memeriksa
dan menandatangani Surat Keterangan
Tidak mampu serta menyerahkan ke
pengadministrasi.

7. Pengadministrasi memberikan nomor
registrasi, membubuhi stemple.

8. Petugas Loket memberikan ke Pemohon.

4, | Waktu Penyelesaian 10 s/d 30 menit
5. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/gratis
6. | Produk Administrasi Kasi Tantrib
7. | Sarana, prasarana 1 . Meja dan kursi
dan/atau fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Stempel
8. | Kompetensi Pelaksana a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan public.

b. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan

9. | Pengawasan Internal a. Dilakukan oleh atasan;
b. Dilakukan secara berkelanjutan.

10. | Penanganan Pengaduan 1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
3. Kotak apresiasi/saran/kritik

11. | Jumlah Pelaksana Dua orang

12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

13. | Jaminan Keamanan dan [l1. Informasi yang  diberikan  dijamin

keselamatan pelayanan keabsahannya dan

dapat dipertanggungjawabkan; dan

0. Petugas yang memberikan data dan

informasi telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.
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14.

Evaluasi kinerja pelaksana

—_—

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun; dan
Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan dan

peningkatan kinerja pelayanan.

Camat Kopang
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Pembentukan Daerah daerah Tingkat 1I dalam
wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
. Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Kepolisian Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2017
tentang tata Perizinan dan Pengawasan
Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan
MasyarakatLainnya dan Pemberitahuan
Kegiatan Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2005
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara
dan reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
oprasional Prosedur (SOP) Administrasi
Keamanan dan Ketertiban;
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.

undangan tentang pelayanan publik;

2. Menguasai

[zin Keramaian.
Mampu mencari alternatif pemecahan

3.
masalah

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
Nomor 004 Tahun 2023
Tanggal 6 JULI 2023
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Keramaian
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALISASI IZIN KERAMAIAN
PADA KANTOR CAMAT KOPANG
[ NOMOR SOP 02/SOP/KPG/2023
TGL.
LOMBOK TENGA PEMBUATAN 6 JULI 2023
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 6 JULI 2023
DISAHKAN
OLEH CAMAT KOPANG,
LALU HALIK, S. Sos
NIP. 196612311988021016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NAMA SOP REKOMENDASI 1ZIN
KERAMAIAN
KECAMATAN KOPANG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang | 1. Memahami peraturan perundang-

Administrasi dan Prosedur

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Standar Pelayanan (SP).

. Stempel
ATK
. Printer

N h W~

. Komputer/Laptop.

. Buku Peraturan Perundang undangan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau tidak  ditindaklanjuti, maka  akan masuk;

memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat | 2. Tindaklanjuti segera semua jenis
terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan pengaduan yang masuk;

ini. 3. Dokumentasikan proses penanganan

pengaduan.
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR [SOP)

R IZIN KERS
PILAKSANA Muty baku
R Pemonon | Petugas Loket Kasi PMD T Camat it wakty | output -
1| Pemohon mcuyrmhl-nnrhrlkun ) ) lmm:l:;f:::ln S menil :“nh:rm
ke petugas loket Kecamatan o | mumhn o
dan menunggu di kursi v ] . Pemohon
2| et Loket wenerimna, [ _—_— Kelenghapan Berkay 'S menit muhw
wembnca dan meneruskan } Pernohon
dan mengerahkan pemohon ke | Pemohon
pengadministms:
3| Pengadministrasi menerma ——— Kelenghapan Berkas 25menit wm
dan meverifikasi kelenghkapan r e
berkas persyaratan. AMI
4| Pengadministrasi { Kelenghapan Berias 2 menit ::':hm
mepgembalikan berkas ke y Pemohon
pemohon jika belum kengkap g— Pemohon
persyaratan dan jika TIDAK 3 /
persyaratan lengkap
discruhkan ke Kasi
Ketentrmman dan Ketertiban.
S|kepala Seksi Ketentraman dan Kelenghapan Berkas. 'S meni ::::unq
Ketertiban menerina, Permahon
mcmbaca, memeriksa dan 7 Pemohon
wemberi paraf serta
menyerabkan ke Sekretanis
Camal
6| Sekretans Camat meneiima,
membaca, memenksa dan -'—-—]
membubuhi paraf Surat L__._r- .=
Rekomendasi 1zin Kernmainn
0
7| Camat menerima, membaca, Kelengkapan Berkas Imenit |Kelengkapan
i Pemchan Berkas
memeriksa dan Pemohon
menandatangani Surat
Rekomendasi Rekomendasi
1zin Kermmaian.
8| Pengadminisirasi memberikan Keiengikapan Berkas 3 menit ::ck“nﬂuom
nomor registrasi, membubuhi e ] Pemohon b .
stemple. 1 { emoho
9| Petugas Loket membernkan ke =
Pemohon. e J
e

KECAMATAN
KOPANG
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LOMBOK TENGAH|

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

w)s

Jal(;; Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PENCAIRAN ADD/DD

NO KOMPONEN URAIAN =

1 2 3

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat Il dalam wilayah daerah daerah

Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun
2014 tentang Desa ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213
Tambahanlembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana dua kali dirubah
terakhir dengan perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuanghan Desa.

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis APBDes, rancangan Penggunaan Uang, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala
Desa (Bermatrai)

3. | Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas
loket Kecamatan dan menunggu di kursi
tunggu.

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengerahkan pemohon ke
pengadministrasi Ke Kasi PMD

3. Pengadministrasi menerima dan
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meverifikasi kelengkapan berkas
persyaratan.

4. Kasi PMD mengembalikan berkas ke
pemohon jika belum lengkap persyaratan
dan jika persyaratan lengkap langsung
diproses oleh Kasi PMD.

5. Kepala Seksi PMD menerima, membaca,
memeriksa dan memberi paraf serat
menyerahkan ke Sekretaris Camat.

6. Sekretaris Camat menerima, membaca,
memeriksa dan membubuhi paraf Surat
Rekomendasi Pencairan ADD/DD serta
menyerahkan ke Camat.

7. Camat menerima, membaca, memeriksa dan
menandatangani Surat Rekomendasi
Pencairan ADD/DD serta menyerahkan ke
Kasi PMD.

8. Pengadministrasi memberikan nomor
registrasi, membubuhi stemple.

9. Petugas Loket memberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 s/d 30 menit

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/gratis

Produk

Administrasi Kasi Tantrib

e &

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1 . Meja dan kursi
2. Komputer

3. Printer

4. Jaringan Internet
5. ATK

6. Stempel

Kompetensi Pelaksana

a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di |
bidang administrasi dan prosedur pencairan
ADD dan DD.

b. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan

Pengawasan Internal

. Dilakukan oleh atasan;
. Dilakukan secara berkelanjutan,

10.

Penanganan Pengaduan

. SMS : 081805720511 (SEKCAM)

a
b
1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2
3. Kotak apresiasi/saran/kritik

11.

Jumlah Pelaksana

Dua orang

12.

Jaminan Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
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13.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

. Informasi yang diberikan dijamin

keabsahannya dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan

. Petugas yang memberikan data dan informasi

telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.

14.

Evaluasi kinerja
pelaksana

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.

KECAMATAN
KOPANG

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
Nomor 004 Tahun 2023

Tanggal 6 JULI 2023

Tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Pencairan ADD/DD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALISASI PENCAIRAN ADD/DD
PADA KANTOR CAMAT KOPANG

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN KOPANG

NOMOR SOP 02/SOP/KPG/2023
TGL.
PEMBUATAN 6 JULI 2023
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF | 6 JULI 2023
DISAHKAN
iy CAMAT KOPANG,
LALU HALIK, S. Sos
NIP. 186612311988021016
NAMA SOP REKOMENDASI PENCA-

IRAN DANA ADD/DD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat Il dalam
wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

1. Memahami

undangan

2. Menguasai Administrasi dan Prosedur

Pencairan

3. Mampu mencari alternatif pemecahan

peraturan perundang-
tentang pelayanan publik;

ADD/DD.

Desa; masalah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 43 tahun 2014
tentang Desa ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213
Tambahanlembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana dua kali dirubah
terakhir dengan perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuanghan Desa.
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Standar Pelayanan (SP). 1. Komputer/Laptop.
2. Stempel
3. ATK
4. Printer
5. Buku Peraturan Perundang undangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau  tidak  ditindaklanjuti, maka akan masuk;
memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat | 2. Tindaklanjuti segera semua jenis
!e!‘hadap penyelenggaraan penanganan pengaduan pengaduan yang masuk;
ini. 3. Dokumentasikan proses penanganan

pengaduan.
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI PENCAIRAN DANA ADD DAN DD

e Muty baky
Sekreta Persyaratan et
Wamhstan Pemohon | Petugas Loket Kasl PMD mn. s __Kelenghapan sm s
APBDes. Rancangan ment | Keengracan
1| PFemohon menyerahkan berkas e Penggunaan Uang, Surat Becka
ke petugas loket kecamatan il ) Pernyataan Tanggung Femohon
dan menunggu di kursi [ = Jawab Mutiak Kepaa
tunggu Eﬂ' lhm;e:m —
l"w ] Lew m
2| Priugas Lokel meucnima, Pemohon Berian
wembaca dan meneruskan 5 Femohon
dan mengerahkan pemohon ke [ B I
pengad mimistrasi Keiengkapan Berias 5menit |Keengtapan
3| Pengad munstmas) menenma e Pemchon Beras
dan mevenfikasi kelengkapan r i Pemchon
berkas persyarmtan. k_.r_-i
Kelengkapan Berkas 2 menit ::;‘Iﬂzpu
4| Pengad ministrasi Pemohon
mengembalikan berkas ke Pemchon
pemohon jika belum lengkap <
persyaratan dan jika TIDAK F
persyamitan lengkap
disernhkan ke Kasi PMD Kelengkapan Berkas S menit |Keengragan
5|Kepala Seksi PMD menerima, Pemohan Berias
membaca, memeriksa framghos
Persyaratan danmembuatkan YA
Rekomendasi dan
menyerahkan ke Sekretaris
Camat Surat Rekomendasi
Pencairan ADD/DD
6| Sekretaris Camat meperima,
membaca, memenksa dan = ]
membubuhi paraf Sarat = e
Rekomendasi Pencairan
ADD/DD dan menyernbkan ke
Camat o

~

Camat menenma, membaca,

Kelengkapan Berkas Imenit |Kelengkapan

Berkas
memeriksa dan .
menandatangani Surat
Rekomendasi Pencairan
"‘DD} oo 1 i b Kelengkapan Berkas 3Imenit |Kelengkapan
B| Pe mc| Pemaohan Berkas
nomor registrasi, membubuhi F'.—-.'.:'ﬂ"‘ ‘
siemple. ] | Pemohon
8| Petugas Loket membenkan ke Kelengkapa m ::'e':lw
Pemohon. 2 ‘\-‘ AH ’1 &\
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LOMBOK TENGAH|

)'3 _ PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
@?’ KECAMATAN KOPANG

l\‘""“--\,/
Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PENCAIRAN ADD/DD

NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat II dalam wilayah daerah daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun
2014 tentang Desa ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213
Tambahanlembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana dua kali dirubah
terakhir dengan perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuanghan Desa.

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis Surat Pengantar, Keputusan Ketua BPD
mengenai penetapan hasil kesepakatan
pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

3. | Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas
loket Kecamatan,

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengarahkan pemohon ke
pengadministrasi Ke Kasi PMD

3. Pengadministrasi menerima dan
meverifikasi kelengkapan berkas
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APBDes atau Rancangan Perdes tentang
APBdes Perubahan

4, Kasi PMD mengembalikan berkas ke
pemohon jika belum lengkap persyaratan
dan jika persyaratan lengkap langsung
diproses oleh Kasi PMD menyerahkan ke tim
Ferivikator.

5. Tim veriviktor menerima dan membaca,
memeriksa dan membuat hasil laporan
Rancangan Perdes tentang APBDes atau
Rancangan Perdes tentang  APBdes
Perubahan serat menyerahkan ke Sekretaris
Camat.

6. Sekretaris Camat menerima, membaca,
memeriksa dan membubuhi paraf
Rancangan Perdes tentang APBDes atau
Rancangan Perdes tentang  APBdes
Perubahan, serta menyerahkan ke Camat.

7. Camat menerima, membaca, memeriksa dan
menandatangani Rancangan Perdes tentang
APBDes atau Rancangan Perdes tentang
APBdes Perubahan, serta menyerahkan ke
Kasi PMD.

8. Pengadministrasi memberikan nomor
registrasi, membubuhi stemple.

9. Pengambilan Hasil laporan Evaluasi
Rancangan Perdes tentang APBDes atau
Rancangan Perdes tentang  APBdes
Perubahan Oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 s/d 5 Hari Kerja

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/gratis

Produk

Administrasi Kasi Pemerintahan

i b bl -

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

1 . Meja dan kursi
2. Komputer

3. Printer

4, Jaringan Internet
5. ATK

6. Stempel

Kompetensi Pelaksana

a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang administrasi dan prosedur
Rancangan Perdes tentang APBDes atau
Rancangan Perdes tentang APBdes
Perubahan.

b. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi  secara  lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan.

Pengawasan Internal

a. Dilakukan oleh atasan;
b. Dilakukan secara berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner
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10.

Penanganan Pengaduan

1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
3. Kotak apresiasi/saran/kritik

11. | Jumlah Pelaksana Dua orang
12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
13. | Jaminan Keamanan dan |I. Informasi yang diberikan dijamin
keselamatan pelayanan keabsahannya dan

dapat dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan informasi

telah

mendapatkan  penugasan dari atasan
langsung.

14.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan  untuk

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.

"'4-.._‘.--:’ 11988021016
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10. | Penanganan Pengaduan |1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
3. Kotak apresiasi/saran/kritik
11. | Jumlah Pelaksana Dua orang
12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
13. | Jaminan Keamanan dan (1. Informasi yang diberikan dijamin
keselamatan pelayanan keabsahannya dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Petugas yang memberikan data dan informasi
telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.
14. | Evaluasi kinerja 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner
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10.

Penanganan Pengaduan

1. Email : kantorcamatkopan@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)

3. Kotak apresiasi/saran /kritik

11.

Jumlah Pelaksana Dua orang
12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
13. | Jaminan Keamanan dan |1. Informasi yang diberikan dijamin
keselamatan pelayanan keabsahannya dan

dapat dipertanggungjawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan data dan informasi

telah

mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.

14.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal

1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN

Nomor Tahun 2023
Tanggal 6 JULI 2023
Tentang

KEPUTUSAN CAMAT KOPANG

Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Rancangan Perdes

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALISASI PENCAIRAN ADD/DD
PADA KANTOR CAMAT KOPANG

LOMBOK TENGA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

NOMOR SOP /SOP/KPG/2023
TGL.
PEMBUATAN 6 JULI 2023
TGL. REVISI .
TGL. EFEKTIF | 6 JULI 2023
DISAHKAN
i nis CAMAT KOPANG,
LALU HALIK, S. Sos
NIP. 196612311988021016
NAMA SOP EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG
APBDES MURNI/PERUBAHAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam
wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;

4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014
tentang Desa ( Lembar Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 213
Tambahanlembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana dua kali dirubah
terakhir dengan perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuanghan Desa.

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.

1.

2.
3.

Memahami Administrasi dan Prosedur
Evaluasi rancangan PERDes.

Mampu mengoprasikan Komputer
Mampu mencari alternatif pemecahan
masalah

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Standar Pelayanan (SP). 1. Komputer/Laptop.

2. Stempel

3. ATK

4. Printer

5. Buku Peraturan Perundang undangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau tidak ditindaklanjuti, maka akan masuk;
memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat | 2. Tindaklanjuti segera semua jenis
_tc;hadap penyelenggaraan penanganan pengaduan pengaduan yang masuk;
Int. 3. Dokumentasikan proses penanganan

pengaduan.
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI RNCANGAN PERATURAN DESA

PELATSANA — . Mutu baku
Sekretaris waktu output
iwean Pemohon Petugas Loket aslf  Kasi PVD Camat Chnin _]
Surat Pengantar, 5 menit  |Kelengkapan
1| Pemohion menyerahkan berkas ke Keputusan Ketua BPD Berkas
petugas loke! Kecamatan ol mengenai penetapan |Pemohon
e ey hasil kesepakatan
pembahasan Rancangan
Peraturan Desa.
Kelengkapan Berkas. 5 menit |Kelengkapan
2|Petugas Loket menerima, membaca dan E— Pemohon Berkas
meneruskan dan mengarahkan 1 Pemohan
pemohon ke pengadminisirasi Ke Kasi ) |
o = |kelengkapan Berkas 25menit [Kelengkapan
3| Pengadministrasi menerima dan |Pemahan Berkas
meverifikasi kelengkapan berkas Pemohon
persyaratan Rancangan Perdes tentang 4
APBDes atau Rancangan Perdes tentang
APBdes Perubahan Kelengkapan Berkas 10 mennt |Kelengkapan
4|Kasi PMD mengembalikan berkas ke Pemahon Berkas
pemahon jika belum lengkap Pemohon
persyaratan dan jika persyaratan
lengkap langsung diproses oleh Kas! TDAK
PMD menyerahkan ke tim Ferivikator Kelengkapan Berkas 20harl  |Kelengkapan
5| Tim verivikior menerima, memferivikas: Pemohan kerja Berkas
dan membuat hasil laporan Rancangan T lPemohon
Perdes tentang APBDes atau Rancangan Al =
Perdes tentang APBdes Perubahan serat N
ke Sekretaris Camat.
20 menit
6Sekretaris Camat menerima, membaca,
memeriksa dan membubuhi paraf
Rancangan Perdes tentang APBDes atau
Rancangan Perdes tentang APBdes
|Perubahan, serta menyerahkan ke
Camat. ] |kelengkapan Berkas 20 menit |Kelengkapan
7|Camat menerima, membaca, memeriksa pPermnahon Berkas
[dan menandatangani Rancangan Perdes = | Pemohan
tentang APBDes atau Rancangan Perdes [:"* !1
APBdes Perubahan, serta el
menyerahkan ke Kasi PMD.
Kelengkapan Berkas Imenit |Kelengkapan
8| Pengadministrasi memberikan nomar Pemchon Berkas
registrasi. membubuhi_stemple Kelengkapan Berkas 2menit |Kelengkapan
9| Pengambilan Hasil laporan Evaluasi Pemohon | Berkas
Rancangan Perdes tentang APBDes atau ( i .3 Pemohon
Rancangan Perdes tentang APBdes J
Perubahan Dieh Pemohan.
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LOMBOK TENGAH

,f"‘ 5 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
<& KECAMATAN KOPANG
=

Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH

NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat II dalam wilayah daerah daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2074
tetang Perkawinan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2008 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional
Prosedur di Lingkungan  Provinsi,
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar operasional Prosedur

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
41 Tahun 2019 tentang Pendelegalian
Sebagian Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis Surat Pengantar dari Desa, pas foto 4x6 2
lembar, Surat Pengantar dari KUA, Foto
Copy KTP/KK.

3. | Prosedur 1. Pemohon menyerahkan foto copy KK dan

KTP ke petugas loket Kecamatan dan
menunggu di kursi tunggu.

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengerahkan pemohon
ke pengadministrasi Umum Kesejahteraan

Rakyaat;

3. Pengadministrasi umum menerima dan
meverifikasi kelengkapan berkas
persyaratan.

4. Pengadministrasi Umum Kesejahteraan
rakyat = mengembalikan berkas ke
pemohon jika belum lengkap persyaratan |
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LOMBOK TENGAH

® PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

EE ) KECAMATAN KOPANG

\_\v’/

Jalan Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kode POS 83553

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH

NO KOMPONEN URAIAN

1 2 3

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah daerah
Tingkat II dalam wilayah daerah daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2074
tetang Perkawinan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2008 tentang Kecamatan,;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional
Prosedur  di Lingkungan Provinsi,
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar operasional Prosedur

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
41 Tahun 2019 tentang Pendelegalian
Sebagian Bupati Kepada Camat.

2. | Persyaratan Teknis Surat Pengantar dari Desa, pas foto 4x6 2
lembar, Surat Pengantar dari KUA, Foto
Copy KTP/KK.

3. | Prosedur 1. Pemohon menyerahkan foto copy KK dan

KTP ke petugas loket Kecamatan dan
menunggu di kursi tunggu.

2. Petugas Loket menerima, membaca dan
meneruskan dan mengerahkan pemohon
ke pengadministrasi Umum Kesejahteraan

Rakyaat;

3. Pengadministrasi umum menerima dan
meverifikasi kelengkapan berkas
persyaratan.

4. Pengadministrasi Umum Kesejahteraan
rakyat ~mengembalikan  berkas ke
pemohon jika belum lengkap persyaratan
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dan jika persyara'téﬁTeWig&méirT
ke Kasi Kesejahteraan Rakyat. |

5. Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat |
menerima, membaca, memeriksa dan |
memberi paraf serat menyerahkan kei
Sekretaris Camat. |

6. Sekretaris Camat menerima, membaca,
memeriksa dan memberi paraf Surat
Dispensasi Nikah serta menyerahkan ke
Camat.

7. Camat menerima, membaca, memeriksa
dan menandatangani Surat Dispensasi

Nikah serta menyerahkan ke
pengadministrasi umum Kesejahteraan
rakyat.

8. Pengadministrasi umum Kesra
memberikan nomor registrasi,

membubuhi stemple.
9. Penganbilan Surat Dispensasi Nikah oleh
Pemohon.

4. | Waktu Penyelesaian 10 s/d 30 menit
5. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/gratis
" 6. | Produk Administrasi Kesejahteraan rakyat
7. | Sarana, prasarana 1 . Meja dan kursi
dan/atau fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Stempel
8. | Kompetensi Pelaksana a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan publik
b. Pegawai yang mampu menyampaikan
informasi secara lengkap, terbuka,
bertanggungjawab, serta santun kepada
pihak yang memerlukan; dan
c. Pegawai yang mampu mengoperasikan
komputer.
9. | Pengawasan Internal a. Dilakukan oleh atasan;
b. Dilakukan secara berkelanjutan.
10. | Penanganan Pengaduan 1. Email : kantorcamatkopang@gmail.com
2. SMS : 081805720511 (SEKCAM)
3. Kotak apresiasi/saran/kritik
" 11. | Jumlah Pelaksana Dua orang
12. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan. |
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13.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

. Informasi yang diberikan dijamin

keabsahannya dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan
Petugas yang memberikan data dan
informasi telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.

14,

Evaluasi kinerja pelaksana

[=y

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

dilakukan secara rutin dan evaluasi
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOPANG
Nomor Tahun 2023

Tanggal 6 JULI 2023

Tentang

Camat Kopang.

Standar Operasional Prosedur Surat Dispensasi Nikah pada Kantor

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT DISPENSASI NIKAH
PADA KANTOR CAMAT KOPANG

LOMBOK TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN KOPANG

NOMOR SOP 02/SOP/KPG/2023
TGL.
PEMBUATAN 6 JULI 2023
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 6 JULI 2023
DISAHKAN
CAMAT K
OLEH OPANG,
LALU HALIK, S. Sos
NIP. 196612311988021016
NAMA SOP LEGALISASI SURAT

DISPENSASI NIKAH

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat Il dalam

a.

Pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang pelayanan publik

wilayah daerah daerah Tingkat [ Bali, Nusa | b. Pegawai yang mampu menyampaikan
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; informasi secara lengkap, terbuka,
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2074 tetang bertanggungjawab, serta santun kepada
Perkawinan; pihak yang memerlukan; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 | c. Pegawai yang mampu mengoperasikan
tentang Kecamatan; komputer.
4, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional
Prosedur di Lingkungan Provinsi,
Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar operasional Prosedur
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pendelegalian Sebagian
Bupati Kepada Camat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Standar Pelayanan (SP). 1. Komputer/Laptop.
2. Stempel
3. ATK
4, Printer
5. Buku Peraturan Perundang undangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila laporan pengaduan masyarakat terlambat | 1. Simpan semua jenis pengaduan yang
atau tidak ditindaklanjuti, maka akan masuk;

memudarkan tingkat kepercayaan masyarakat
}cyhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan
ini.

2.

3.

Tindaklanjuti segera semua jenis
pengaduan yang masuk;
Dokumentasikan proses penanganan

pengaduan.
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DISPENSASI NIKAH

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANA Mutu baku
Persyar. et
e Pemohon | Petugas Loket |Pengadministrasi|  Kasi PMD ":_'::"" Camat Mm" wakty | output

HPemohon menyermhkan berkas Surat P"‘l""u"‘:‘; 5meait |Keiengkapan
ke petugns loket Kecamatan == Desa, pas foto Berkas
dan menunggu di kurs e - embiar, Surws Pegantar Pemohon
ingpn dari KUA, Foto Copy

I Petugas Loket e ucTima, = |xelengkapan Berkas S menit | Kelengkapan
membaca dan meneruskan b ] {pemahon Berkas
dan mengerahkan pemohon ke [§- ; J jPavnison
pengadministrasi umum Kesra

3 Pengadministrasi menerima Kelenghkapan Berkas 25menit |Kelengkapan
dan mevenifikasi kelengkapan [ bt Pemohon Berkas
berkas persyamtan. = _i'_; -

4| Pengad ministrasi Umum Keiengkapan Berkas 1menit |Kelengkapan
Kescjahteraan rakyat ‘l\ Pemohon Berkas
mengembalikan berkas ke & > [t
pemohon jika belum lengkap TIDAK g
persyaratan dan jika
persyaratan lengkap
diserahkan ke Kasi
Kescjahternan Rakyat

S|Kepala Scksi Kesejahteraan I Kelengkapan Berkas 5 menit | Kelengkapan
rakyat menerima, membaca, Pemohon Berkas
wemeriksa dan memberi paral > Pemohon
scrat menyerahkan ke "
Sckretaris Camat.

6| Sekrrtans Camat menerima,
membaca, memeriksa dan
memberi paraf Surat 1
Dispcnsasi Nikah serta —_—
menyerahkan ke Camat.

7| Camat menenma, membaca, Kelengkapan Berkas Imenit |Kelengkapan
memeriksa dan Pemaohon Berkas.
menandatangani Surat Pemahon
Dispensasi Nikah serta
menyerabhkan ke
pengadministrasi umum
Kescjahternan mkyat.

8| Pengadministrasi umumn Kesra Kelengkapan Berkas 3 menit |Kelengkapan
mewmberikan nomor registrasi, f""""’"j Pemahan Berkas
membubuhi stemple. e e Pemaohon

9| Pe bilan Surat D Kelengkapan Tmenit |Kelengkapan
Nikah oleh Pemohon. ] f 1 Pemohan AH > Berkas

=] L=y A\“‘ ik ey «_ |Pemahon
& :

KECAMATAN
KOPANG
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